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INTISARI

Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan terus meningkat
baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu
untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria
“ untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “ maka harus memenuhi keadilan bagi
setiap Warganegara Indonesia.

Sebagai subyek hak dalam Undang-Undang Nomor 5 tahunl1960 adalah
Warganegara Indonesia tanpa dibedakan jenis golongan penduduknya, sehingga siapa
saja berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki tanah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, namun di Provinsi Darah Istimewa Yogyakarta
yang menjadi subyek hak khususnya Hak Milik tidak diberikan kepada Warganegara
Indonesia Keturunan. Pertimbangan tersebut berhubungan dengan latar belakang dan
sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Sebagai dasar hukumnya yakni
Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.
Sehubungan dengan itu diadakan penelitian mengenai prosedur pemberian hak atas
tanah bagi Warganegara Indonesia Keturunan beserta hasil pelaksanaannya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan
pemberian hak atas tanah akibat penerapan Instruksi Gubernur tersebut dan hasil
pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif untuk
maksud eksplorasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisa tabulasi dan
analisa deskriptif. :

Pelayanan pemberian hak atas tanah bagi Warganegara Indonesia Keturunan
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, sesuai dengan Instruksi Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 yaitu melalui pelepasan hak memjadi
tanah yang langsung dikuasai oleh negara, baru kemudian dimohon hak atas tanahnya
sesuai dengan hak yang dapat diperolehnya. Mengenai hasil pelaksanaannya karena
adanya peraturan tersebut maka jumlah permohonan hak oleh Warganegara Indonesia
Keturunan relatif sedikit, selama lima tahun (1998 — 2002) dengan rata-rata per tahun
adalah 6 berkas permohonan. Kesimpulan bahwa prosedur pemberian hak atas tanah
bagi Warganegara Indonesia Keturunan tidak diatur dalam Instruksi Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 yang telah
dibakukan. Sedang hasil dari pelayanannya dalam hal kuantitas relatif sedikit dan
dalam hal kualitas penyelesaian pekerjaan adalah 100 % termasuk kriteria baik
artinya bahwa setiap ada permohonan masuk dapat diselesaikan tanpa meninggalkan
sisa pekerjaan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia,
setiap orang tentu memerlukan tanah dalam kehidupannya. Luas tanah
yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah
manusia yang membutuhkan tanah senantiasa bertambah. Selain
bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk
tempat perumahan, kemajuan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan
teknologi juga menghendaki tersedianya tanah, misalnya untuk
perkebunan, peternakan, pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan
untuk perhubungan.

Oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah
semakin sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu
bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi.
Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah
itu, telah menimbulkan persoalan yang tétjadi baik antara pemerintah
dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat maupun pihak swasta

dengan masyarakat. Mengingat tanah merupakan kebutuhan yang

mendacar manicia bhermiicaha nintiilk danat memiliki dan menoiiacat tanah



Ketentuan pokok yang berkenaan dengan kebijaksanaan
pertanahan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3),
yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.

Ketentuan ini dijabarkan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, atas
dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa : “bumi, air dan
ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat™.

Pengertian dikuasai oleh negara adalah sebagaimana disebutkan
dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu memberikan wewenang kepada
negara untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;

2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.



besarnya, sedangkan dengan pengaturan terhadap aspek hukum
penguasaan/pemilikan tanah akan dapat diciptakan kepastian hukum hak
atas tanah yang merupakan salah satu unsur penting dari perwujudan
keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai subyek hak yang dapat mempunyai hubungan
sepenuhnya dengan tanah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 pasal 9 ayat (1) adalah : “Hanya Warganegara Indonesia
dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan
ruang angkasa dalam batas-batas pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 5
Tahun 1960”.

Sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa :

‘Tiap-tiap Warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi
sendiri maupun keluarganya”.

Dengan demikian hanya Warganegara Indonesia saja yang dapat
mempunyai Hak Milik atas tanah. Hak Milik tidak dapat dipunyai oleh
orang asing dan pemindahan Hak Milik kepada orang asing dilarang.
Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan Hak Pakai.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Kkeistimewaan-

keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain seperti yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang



tidak semua Warganegara Indonesia diberikan status hak atas tanah yang
sama dalam pemberian hak atas tanahnya. Maka penting untuk dilakukan
penelitian tentang pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Bantul.

. Permasalahan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan di seluruh Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat in1 belum dapat memberikan
status hak milik pada setiap warganegara Indonesia yang didasarkan pada
Instruksi Gubernur Nomor K.898/1/A/1975 tentang Penyeragaman Policy
Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Non Pribumi,
dimana bagi Warganegara Indonesia Asli dapat diberikan Hak Milik dan
bagi Warganegara Indonesia Keturunan Etnis Tionghoa/Cina belum dapat
diberikan Hak Milik.

Walaupun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 dalam praktek pelayanan pertanahan di Daerah Istimewa
Yogyakarta, jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melaksanakan Instruksi
Gubernur tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya adanya pembedaan

pemberian Hak Atas Tanah yang ditujukan kepada golongan masyarakat



bertanggung jawab dan berada dibawah Badan Pertanahan Nasional
Pusat, menggunakan sumber hukum dan peraturan pertanahan yang
didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai hukum positif tidak membedakan
Warganegara memperoleh atau mempunyai sesuatu Hak Atas Tanah.
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul :
“EVALUASI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

C. Perumusan Masalah
Atas dasar wuraian tersebut di atas dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelayanan pemberian hak atas tanah akibat penerapan
Instruksi  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor
K.898/I/A/1975 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta?.

2. Bagaimanakah hasil pelayanan pemberian hak atas tanah akibat
penerapan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

K.898/1/A/1975 di Kantor pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi



D. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas dan
guna mengarah pada pokok permasalahan serta karena terbatasnya waktu
dan tenaga, maka dalam penulisan ini perlu adénya pembatasan-
pembatasan pada masalah yang berkaitan dengan pemberian hak atas
tanah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Prosedur pemberian hak atas tanah dalam rangka pemberian
sertipikat bagi Warganegara Indonesia Keturunan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul dan permasalahannya

2. Hak atas tanah yang dipakai untuk orang perorangan bukan sebagai
badan hukum.

3. Data permohonan hak oleh Warganegara Indonesia Keturunan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang diambil dari tahun 1998

sampai dengan tahun 2002

E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelayanan pemberian hak atas tanah bagi
Warganegara Keturunan akibat penerapan Instruksi Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/K/1/A/1975 di Kantor Pertanahan

Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



2. Untuk mengetahui hasil pelayanan pemberian hak atas tanah bagi

Warganegara Indonesia Keturunan akibat penerapan Instruksi
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/K/I/A/1975 di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan untuk memberi
masukan pada penelitian atau studi lebih lanjut.

Sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul dalam pelayanan pemberian hak atas tanah bagi
Warganegara Indonesia Keturunan sekaligus sebagai bahan informasi
untuk merumuskan kebijaksanaan di bidang pertanahan khususnya
dalam pemberian hak atas tanah bagi Warganegara Indonesia

Keturunan.



BAB V1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan pemberian hak atas tanah akibat penerapan Instruksi
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/1/A/1975 di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dalam prosedur pemberian
hak atas tanah bagi warganegara Indonesia Keturunan belum diatur
dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 tahun 1998 dikarenakan pelayanan pertanahan
bagi warganegara Indonesia Keturunan hanya terdapat di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dari prosedur yang telah
baku masih harus diadakan penambahan mekanisasi pelaksanaan
proses pelayanan pertanahan berdasarkan Instruksi Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975.

2. Hasil pelayanan pertanahan bagi Warganegara Indonesia Keturunan
dalam hal jangka waktu lebih lama dibanding dengan jangka waktu
pelayanan oleh Warganegara Indonesia Asli dengan rata-rata 1,25
kali, dan dalam hal biaya juga lebih mahal dengan rata-rata 2,61

kali dari biaya pelayanan oleh Warganegara Indonesia Asli.



3.

F i

artinya bahwa setiap ada permohonan masuk dapat diselesaikan
tanpa meninggalkan sisa pekerjaan. Sedangkan dalam hal kuantitas
selama lima tahun (1998-2002) diperoleh jumlah pelayanan
sebanyak 67 permohonan, hal ini dikarenakan adanya kebijakan
dari peraturan Instruksi Gubernur Nomor K.898/1/A/1975 yang
sampai saat ini belum memberikan kesempatan kepada
Warganegara Indonesia Keturunan untuk mempunyai hak atas tanah

dengan status Hak Milik.

B. Saran-Saran

1.

Perlu diadakan pengaturan yang jelas antara tiap warga negara
Indonesia Keturunan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran bagi
pelaksana tugas jika masih diterapkannya Instruksi Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.

Perlu diadakan prosedur yang singkat dan sederhana dalam
prosedur pemberian hak atas tanah bagi warganegara Indonesia

Keturunan.
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